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ABSTRACT

Land is necessary for humans to carry out all aspects of daily life;
however, the availability of land as a space tends to be constant and relatively
limited, leading to land-use conversion and an increase in land value, particularly
in strategic areas such as Kapanewon Gamping. This study aims to analyze the
accessibility of land acquisition in Kapanewon Gamping, Sleman Regency,
Special Region of Yogyakarta, through Bank Negara Indonesia’s (BNI) Home
Ownership Loan (KPR) scheme as an indicator of affordability based on workers’
income levels in 2026. This study compares two groups of workers: private-sector
workers, represented by the DIY Provincial Minimum Wage (UMP) of
Rp2,417,495 per month, and civil servants (PNS) with base salaries based on
Government Regulation No. 5 of 2024.

The method used was quantitative, employing a descriptive-comparative
approach to analyze 373 land sale and purchase transaction records from January
through May 2026, Land Value Zones (ZNT), mortgage installment simulations
(8.29% interest rate, 1% down payment, 10—15-year term), as well as other
alternatives for comparison with consumer credit schemes and cash purchases.
Affordability is measured by setting the maximum installment at 30% of monthly
income. The analytical techniques used in this study include descriptive statistical

analysis and comparative analysis.

The study results revealed that land values per square meter ranged from
Rp325,000 to Rp7,000,000, with an average of Rp1,478,350, while the value of
land and buildings per square meter ranged from Rp679,140 to Rpl11,284,817,
with an average of Rp2,937,757. People earning the minimum wage (UMP) can
only afford land in the lowest value category, whether for land alone or land with
buildings. Meanwhile, civil servants can access properties up to the average value
depending on their rank and length of service (MKG); however, neither group can
access the highest-value land or land with buildings. Other alternatives, such as
non-mortgage loan schemes, have higher monthly payments and shorter terms,

while cash purchases are only realistic for the lowest-value segment.



This study reveals a significant inequality in accessibility between the
income levels of the two worker groups and land values in terms of land
ownership in Kapanewon Gamping. Specifically, only land and land with

buildings at the lowest value are accessible to both worker groups.

Keywords: Land Accessibility, Land Value, Home Mortgage Loans (KPR),
Provincial Minimum Wage (UMP), Civil Servant Base Salary, Kapanewon
Gamping.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki tiga kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan pangan,
sandang, dan papan yang memerlukan ruang dan tanah untuk melakukan
aktivitas kehidupan seperti bertani, perumahan, membangun gedung
perkantoran, jalan, dan jembatan (Cristyanto, 2024). Sebagian besar kegiatan
yang membutuhkan tanah mengalami alih fungsi dari satu penggunaan tanah
ke penggunaan tanah lainnya. Sementara kebutuhan tanah untuk
pembangunan terus meningkat, ketersediaan tanah relatif tetap (Aisya, 2024).
Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kegiatan
ekonomi, peran sumber daya tanah menjadi semakin penting. Keadaan ini
berdampak pada peningkatan kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah pun
meningkat. Swadana (2016) menyatakan bahwa tanah merupakan faktor
penting bagi aktivitas manusia. Ditinjau dari tingkat minat terhadap tanah,
dimana kawasan perkotaan lebih diminati karena letaknya yang strategis,
artinya harga tanah di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan

kawasan sekitarnya (Rynjani & Haryanto, 2015).

Perubahan penggunaan tanah dan penciptaan lingkungan yang lebih
terorganisir mempengaruhi kenaikan harga tanah (Awalia dkk., 2024).
Kenaikan harga tanah tidak lepas dari pembangunan daerah yang merupakan
dampak dari kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan terus
berkembangnya kota-kota besar di Indonesia, hal ini juga akan berdampak
pada peningkatan taraf hidup masyarakat, yang juga berdampak pada
peningkatan kualitas hidup penduduk kota-kota tersebut. Pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum mengakibatkan terjadinya perubahan

penggunaan tanah pada wilayah yang terkena dampak pembangunan.

Menurut Propertil.com (2025), nilai Tanah di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dan menurut
9Pro.co.id (2025) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah



dengan kenaikan nilai tanah yang tertinggi, mencapai 10% hingga 15% setiap
tahunnya, karena DIY sebagai kota pelajar menarik banyak pelajar,
menjadikan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, berupa kost dan
apartemen, sebagai investasi properti. Dalam Radar Jogja (2024), Ketua
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI), Ilham
Muhammad Nur, mengungkapkan bahwa peningkatan nilai tanah dan properti
di DIY semakin tinggi dan lebih cepat dibandingkan peningkatan bunga bank
karena DIY memiliki kota wisata, kota pelajar, dan budaya yang adaptif,
sehingga menimbulkan “perebutan tanah” terutama untuk investasi. Dalam
KumparanNEWS (2023), Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X,
mengatakan bahwa peningkatan nilai tanah di DIY dikarenakan orang dari
luar Jogja (Jakarta), jika membeli tanah di DIY tidak menawar yang akhirnya
merusak pasar nilai tanah, sehingga setiap tahun, sekitar 200 hektar tanah
pertanian di alih fungsikan menjadi pemukiman (jalan, rumah, dan fasilitas

lainnya).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang mengalami
peningkatan nilai tanah yang tinggi karena terjadi peralihan dari sektor
pertanian yang beralih ke sektor non-pertanian. Pemerintah Kabupaten
Sleman cenderung memilih industrialisasi sebagai strategi pembangunan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pesatnya proses industrialisasi
mempengaruhi proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri
(Kamim dkk., 2019). Menurut Setyoko (2025), salah satu faktor yang
menyebabkan tingginya alih fungsi tanah di Kabupaten Sleman adalah faktor
kebijakan yang diterapkan lemah dan longgarnya pengawasan yang dilakukan,
sehingga faktor kebijkan ini memiliki kemampuan kendali yang rendah.
Berikut tabulasi data penggunaan tanah menurut data dalam kegiatan
penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman
tahun 2024-2025.



Tabel 1. Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman Tahun 2019 - 2022

No Penggunaan 2018 2019 2020 2021 2022
Tanah (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1. | Hutan 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742
2 Pekarangan 23.629 24.336 24.472 24.527 24.650
3 Sawah 18.765 18.646 18.596 18.570 18.560
4. | Semak 1.323 1.213 1.183 1.444 1.526
5 Perkebunan 7.869 7.439 7.387 7.299 7.217
6 Ladang 4.154 4.106 4.102 3.900 3.787
Jumlah 57.482 57.482 57.482 57.482 57.482

Sumber: Data Penyusun RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2024-2025

Berdasarkan Tabel 1 diatas, terjadi peningkatan penggunaan tanah
sebagai pekarangan di Kabupaten Sleman seluas 1.021 Ha (4,3%) dan
penggunaan tanah sebagai semak meningkat 203 Ha (15,3%) dari tahun 2018
hingga 2022. Disisi lain, dari tahun 2018 sampai 2022, penggunaan tanah
sebagai sawah, perkebunan dan ladang mengalami penurunan penggunaan

seluas 205 Ha (1,1%), 652 Ha (7,9%), dan 367 Ha (8,8%).

Menurut Kompasiana (2026), terdapat beberapa faktor peningkatan
nilai tanah di Kabupaten Sleman, yaitu keterjangkauan fasilitas umum dan
sosial (fasum dan fasos), peningkatan pembangunan infrastruktur, tingginya
permintaan tanah sebagai investasi, dan ketersediaan tanah yang terbatas.
Terjadinya peningkatan nilai tanah tidak lepas dari pembangunan daerah yang
merupakan dampak dari kegiatan pembangunan infrastruktur. Perubahan
penggunaan tanah dan penciptaan lingkungan yang lebih terorganisir
mempengaruhi kenaikan harga tanah (Awalia dkk., 2024). Menurut Peraturan
Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sleman, ditetapkan delapan Kapanewon untuk menjadi Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang dikembangkan sebagai MICE (Meeting
Incentives, Conferences, and Exhibition), pusat Pendidikan, perdagangan dan
jasa, serta pariwisata perkotaan terpadu, yaitu Kapanewon Depok, Gamping,

Mlati, Ngaglik, Godean, Ngemplak, Kalasan, dan Berbah. Sebagai lokasi



yang ditetapkan sebagai PKN, Kapanewon Gamping memiliki keunggulan
akses diantaranya: 1) dilewati jalan Ring Road Barat hingga Ring Road Utara,
2) Jalan Ngapak - Kenteng (Godean), 3) dilewati oleh Jalan Tol Solo -
Yogyakarta, dan 4) dilewati Jalan Yogyakarta - Wates - Purworejo. Selain itu,
Kapanewon Gamping juga memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan
berupa perguruan tinggi, yaitu adanya: 1) Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional (STPN), 2) Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, 3) Universitas
Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) Kampus 3, 4) Universitas
‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), dan 5) Politeknik Kesehatan (Poltekkes)

Kementrian Kesehatan Yogyakarta.

Kemampuan dan kesanggupan membeli (daya beli) tanah oleh
masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh penghasilan (Farihah, 2010).
Upah minimum pekerja terbagi menjadi dua, yaitu Gaji Pokok untuk pegawai
negeri sipil (PNS) dan upah untuk pekerja swasata (non- PNS), yang diwakili
oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). Gaji pokok PNS ditetapkan
beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji pokok PNS dibagi menjadi 4
golongan, yaitu golongan I (a, b, ¢, dan d), golongan II (a, b, c, dan d),
golongan III (a, b, c, dan d), dan golongan IV (a, b, c, d, dan e). Pengupahan
pekerja swasta/non-PNS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 442 tahun 2025 Tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi, Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Isitimewa
Yogyakarta (DIY) untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp2.418.495. Menurut
Tribunnews.com (2026), UMP DIY merupakan UMP terendah ke 3 di
Indonesia setelah Jawa Barat (Rp2.317.601) dan Jawa Tengah (Rp2.327.386).
Suhaimi, dkk (2024) dalam penelitiannya tentang pengaruh sosial ekonomi
terhadap kelayakan tempat tinggal, menyatakan bahwa pedapatan kepala
keluarga memengaruhi kelayakan tempat tinggal keluarganya yang
mendukung Faridah (2014), dalam studi tentang kepuasan tempat tinggal,
mengungkapkan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih tinggi



biasanya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan hunian
yang memenuhi harapan serta kebutuhan mereka. Sementara itu, warga yang
mengalami kesulitan ekonomi tidak dapat sepenuhnya mempertimbangkan

keinginan dan kebutuhan mereka.

Setyoko (2024) menyebut, keterjangkauan akses, kebutuhan ekonomi,
perubahan tren sosial, dan tingginya permintaan tanah, berimbas pada
masifnya alih fungsi tanah. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai tanah
yang tinggi di Kapanewon Gamping, yang menimbulkan ketimpangan yang
cukup besar antara nilai tanah dengan tingkat penghasilan. Untuk
membuktikan fenomena ketimpangan tersebut, Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) digunakan sebagai indikator kemampuan tingkat penghasilan untuk
memperoleh tanah, sehingga peniliti tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Aksesibilitas Perolehan Tanah Di Kapanewon Gamping Melalui
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Tingkat Penghasilan
Pekerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan,
dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana karakteristik profil pasar tanah berdasarkan transaksi jual
beli dan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kapanewon Gamping di tahun
20267

2. Bagaimana kemampuan pekerja berdasarkan tingkat penghasilan
dalam memenuhi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank
Negara Indonesia (BNI) untuk memeroleh tanah di Kapanewon

Gamping?

3. Bagaimana tingkat aksesibilitas perolehan tanah di Kapanewon
Gamping berdasarkan keterkaitan antara nilai tanah, tingkat

penghasilan pekerja, dan skema KPR?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang ingn dicapai berdasarkan rumusan

masalah yang telah dijabarkan, yaitu:

l.

Untuk mengetahui besaran nilai tanah berdasarkan transaksi jual beli

dan Zona Nilai Tanah (ZNT) pada tahun 2026 di Kapanewon Gamping.

Untuk menganlisis kemampuan ekonomi pekerja di Kapanewon
Gamping melalui penelaahan tingkat penghasilan yang berlaku serta
menelaah karakteristik dan mekanisme skema Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) yang diterapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai

indikator kemampuan pembiayaan untuk memeroleh tanah.

Untuk menilai tingkat aksesibilitas perolehan tanah di Kapanewon
Gamping dengan mengintegrasikan variabel nilai tanah, tingkat
penghasilan pekerja, dan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan ekonomi pekerja terhadap harga

tanah yang berkembang.

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam bidang

akademis dan praktis sebagai berikut.

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang
pertanahan dan perumahan, khususnya mengenai aksesibilitas
kepemilikan tanah yang ditinjau dari keterkaitan antara nilai tanah,
tingkat penghasilan pekerja, dan skema pembiayaan KPR. Hasil
penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi tentang
keterjangkauan lahan di wilayah yang mengalami dinamika
pertumbuhan seperti Kapanewon Gamping. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kesenjangan
antara perkembangan pasar tanah dan kemampuan ekonomi masyarakat

pekerja.
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Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga
tanah dan penyediaan akses perumahan yang lebih terjangkau bagi
masyarakat pekerja. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan
gambaran objektif bagi lembaga pembiayaan dalam menyesuaikan
skema KPR dengan kemampuan ekonomi masyarakat, serta membantu
masyarakat dalam menilai kemampuan finansialnya dalam mengakses

kepemilikan tanah melalui mekanisme kredit.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilaksanakan mengenai aksesibilitas perolehan

tanah di Kapanewon Gamping melalui program Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) berdasarkan tingkat penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pasar tanah di Kapanewon Gamping pada tahun 2026 menunjukkan
dinamika nilai yang aktif di setiap kalurahannya. Hal ini terlihat dari
tercatatnya 373 transaksi jual beli tanah sepanjang periode Januari
hingga Mei 2026. Berdasarkan nilai transaksi, nilai tanah kosong
berkisar antara Rp325.000/m? (terendah di Kalurahan Balecatur)
hingga Rp7.000.000/m? (tertinggi di Kalurahan Banyuraden), dengan
rata-rata Rp1.478.350/m?. Sementara itu, nilai tanah beserta bangunan
berkisar antara Rp679.140/m? hingga Rp11.284.817/m?, dengan rata-
rata Rp2.937.757/m?. Variasi nilai ini sangat dipengaruhi oleh tingkat
aksesibilitas infrastruktur (Ring Road, Jalan Godean, Jalan Wates, dan
Tol Yogyakarta—Solo), kepadatan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
serta status kepemilikan tanah. Berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
tahun 2024, terdapat 234 zona dengan nilai tertinggi Rp12.964.000/m?
dan terendah Rp516.000/m?. Secara umum, pasar tanah di wilayah ini

memiliki rentang nilai yang sangat lebar.

Kelompok penghasilan di Kapanewon Gamping terbagi menjadi dua
kelompok utama. Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2026
ditetapkan sebesar Rp2.417.495 per bulan berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur DIY Nomor 442 Tahun 2025, yang masih
tergolong rendah secara nasional. Sementara gaji pokok PNS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 berkisar
antara Rp1.685.700 hingga Rp6.373.200 tergantung golongan dan
masa kerja golongan (MKG). Skema KPR BNI yang digunakan dalam

&5



simulasi menerapkan suku bunga 8,29% per tahun, uang muka 1%,
tenor 10-15 tahun, dengan cicilan bulanan untuk tanah kosong
berkisar Rp237.192 hingga Rp5.108.742, dan untuk tanah beserta
bangunan Rp392.303 hingga Rp6.518.635. Semakin tinggi nilai tanah,

semakin besar beban cicilan yang harus ditanggung debitur.

3. Aksesibilitas perolehan tanah melalui KPR di Kapanewon Gamping
menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Dengan batas kemampuan
cicilan 30% dari pendapatan bulanan, kelompok masyarakat
berpendapatan UMP hanya mampu mengakses tanah kategori nilai
terendah. Kelompok PNS memiliki akses yang lebih baik, terutama
golongan menengah ke atas pada segmen nilai tanah rendah hingga
menengah. Namun, pada kategori nilai tanah tertinggi, baik kelompok
UMP maupun seluruh golongan PNS tidak mampu memenuhi cicilan
KPR. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah bernilai tinggi yang
berlokasi strategis masih berada di luar jangkauan sebagian besar
pekerja berpenghasilan tetap. Alternatif pembiayaan non-KPR
memiliki cicilan yang lebih tinggi dan tenor lebih pendek, sedangkan

pembelian tunai hanya realistis untuk segmen nilai terendah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat
ketimpangan yang nyata antara perkembangan nilai tanah di Kapanewon
Gamping dengan kemampuan ekonomi pekerja. Skema KPR BNI hanya
efektif sebagai instrumen keterjangkauan pada segmen nilai tanah rendah
hingga menengah, sementara segmen nilai tanah tinggi sulit diakses oleh
kedua kelompok pekerja (UMP dan PNS) melalui mekanisme pembiayaan
yang dikaji.
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B. Saran
Berdasarkan uraian sebelumnya dan hasil evaluasi yang telah
dilakukan, berikut beberapa saran dari peneliti yang ditujukan kepada pihak

terkait, yaitu:

1. Untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa
rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku
kepentingan. Pertama, diperlukan upaya peningkatan Upah Minimum
Provinsi (UMP) yang lebih berkeadilan dan proporsional terhadap
dinamika harga pasar tanah, guna menjamin kesejahteraan masyarakat
pekerja sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam
mengakses kepemilikan tanah dan hunian yang layak. Kedua,
diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dalam pengendalian nilai
transaksi jual beli tanah, termasuk mekanisme pengawasan harga
pasar yang mampu mencegah praktik spekulasi lahan secara
berlebihan. Pengendalian harga tanah ini menjadi mendesak
mengingat laju kenaikan nilai tanah yang melampaui kemampuan
daya beli masyarakat berpotensi mengakibatkan terjadinya pengusiran
tidak langsung (displacement) terhadap penduduk asli Daerah
Istimewa Yogyakarta dari wilayah tempat tinggal mereka akibat
tekanan harga lahan yang tidak terkendali. Ketiga, Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta perlu mempertimbangkan pengembangan
program pembangunan perumahan terjangkau yang secara khusus
ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk
kelompok berpendapatan UMP, sebagai upaya konkret dalam
menjamin pemenuhan kebutuhan papan yang layak bagi seluruh

lapisan masyarakat secara berkeadilan.
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Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama
dalam hal cakupan lokasi yang terbatas pada Kapanewon Gamping,
indikator aksesibilitas yang digunakan, serta kelompok masyarakat
yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian
mendatang dapat memperluas wilayah kajian ke beberapa kapanewon
lain di Daerah Istimewa Yogyakarta atau Indonesia, menggunakan
indikator aksesibilitas yang lebih beragam, serta membandingkan
kelompok masyarakat yang lebih luas (misalnya pekerja informal,
pengusaha kecil, dan generasi muda) guna menghasilkan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai aksesibilitas perolehan tanah

melalui skema pembiayaan.
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